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WALIKOTA PAGARALAII 
PROVllSI SIJIIATEBA SILATAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM 

NOMOR 06 TAHUN 2022 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA PAGAR ALAM 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat 

(6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh 

persetujuan bersama; 

b . bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang 

APBD Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum dan peraturan perundang

undangan yang lebih tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a clan huruf b, perlu ditetapkan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023. 

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan · 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 ten tang 

Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U mum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

N omor 1 71, Tam bahan Lem baran Negara Repu blik 

Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lemabaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

indonesta Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178; 

19 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka 

Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6622); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah clan Bantuan Sosial 

yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 

2019 ten tang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 

tentang Pembetukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, 

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Dan Anggaran Daerah Tahunan; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, clan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630); 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan 

Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, 

Perubahan Alokasi , dan Penggunaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negera Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 910); 

30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

31. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Pagar Ala m Tahun 2009 Nomor 

3 Seri A). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA PAGAR ALAM 

DAN WALIKOTA PAGAR ALAM 

MEMUTUSKA.N : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan APBD Kota Pagar Alam 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam dalam 

1 (satu) Tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 

84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, 

Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar 

Rp817.430.804 .635,- (Delapan Ratus Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Tiga 

Puluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) , 

yang bersumber dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer; dan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Pasal4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

direncanakan sebesar Rp64.634 .180.405,- (Enam Puluh Empat Milyar Enam 

Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Lima 

Rupiah) , yang terdiri ata s : 

a . Pajak Daerah; 

b. Retribusi Daerah; 

c . Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 
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(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rpl0.263.250.000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga 

Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar RpS.239.322.500,- (Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh 

Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). 

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.676.307.807,

(Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu 

Delapan Ratus Tujuh Rupiah). 

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.455.300.098,- (Empat Puluh 

Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Sembilan 

Puluh Delapan Rupiah). 

Pasal5 

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

direncanakan sebesar Rp748 .343.092.528,- (Tujuh Ratus Empat Puluh 

Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Dua Ribu 

Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas : 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. 

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp696.342.151.000,- (Enam Ratus 

Sembilan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima 

Puluh Satu Ribu Rupiah). 

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp 52.000.941.528,- (Lima Puluh Dua Milyar 

Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan 

Rupiah). 

Pasal6 

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.453.531. 702,- (Empat Milyar 

Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh 

Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang

Undangan; 
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(2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang

Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp4.453.53 l . 702,- (Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta 

Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah). 

Pasal 7 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar 

Rp849 .259.664 .827 ,- (Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus 

Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus 

Dua Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas: 

a . Belanja Operasional; 

b. Belanja Modal; dan 

c. Belanja Tida k Terduga. 

Pasal8 

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dima ksud dalam Pasal 7 huruf 

a direncanakan sebesar Rp646 .318.492.843 ,- (Enam Ratus Empat Puluh 

Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh 

Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) , yang terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa; 

c. Belanja Subsidi; 

d. Belanja Hibah; dan 

e. Belanja Bantuan Sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp341.210.403.705,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu 

Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima 

Rupiah). 

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanaka n sebesar Rp294 .243 .333 .214,- (Dua Ratus Sembilan Puluh 

Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga 

Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah). 

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dima ksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rpl.300.000 .000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta 

Rupiah). 
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(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp9.241.955.924,- (Sembilan Milyar Dua Ratus 

Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan 

Ratu0 Dua Puluh Empat Rupiah), 

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp322.800.000 ,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta 

Delapan Ratus Ribu Rupiah) . 

Pasal 9 

(1) Anggaran Belanja Moda l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 

direncanakan sebesar Rp197 .941.171.984 ,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh 

Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Satu 

Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; 

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan 

e. Belanja Modal Aset Lainnya. 

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp54 .568.958.455 ,- (Lima Puluh Empat 

Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh 

Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah). 

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direnca nakan sebesar Rp54.475 .237.031,- (Lima Puluh Empat 

Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu 

Tiga Puluh Satu Rupiah). 

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.332.635.498,- (Delapan Puluh 

Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima 

Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) . 

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp2.468 .64 1.000,- (Dua Milyar Empat Ratus 

Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). 

(6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp95. 700 .000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh 

Ratus Ribu Rupiah). 
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Pasal 10 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 

direncanakan sebesar Rp5 .000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), yang terdiri 

atas belanja tidak terduga. 

Pa sal 11 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar 

Rp31.828.860. l 92,- (Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan 

Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), 

yang terdiri atas: 

a. Penerimaan Pembiayaan. 

Pasal 12 

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf a direncanakan sebesar Rp3 l .828 .860 .192, - (Tiga Puluh Satu Milyar 

Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu 

Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya ; 

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.828.860.192 ,

(Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan 

Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) . 

Pa sal 13 

(1) Selisih anta ra Anggaran Pendapa tan Daerah dengan Anggaran Belanja 

Daerah mengakibatkan terjadinya (Defisit) Rp31.828 .860. l 92,- (Tiga Puluh 

Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam 

Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). 

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan 

terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar 

Rp31.828.860. l 92,- (Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh 

Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua 

Rupiah). 

Pasal 14 

(1) Dalam Keadaan Darurat termasuk Keperluan Mendesak, dengan Peraturan 

Kepala Daerah, Pemerintah Daera h da pat melakukan pengeluaran yang 

belum tersedia anggarannya clan / a tau pengelua ra n melebihi pagu yang 
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ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan 

dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar 

Alam Tahun Anggaran 2021. 

(2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Bencana Alam, Bencana Non-alam, Bencana Sosial dan/ atau Kejadian 

Luar Biasa; 

b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/ atau 

c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu Kegiatan 

Pelayanan Publik. 

(3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang 

Anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan; 

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan 

Perundang-undangan; dan/ atau 

d . Pengeluaran Daerah Lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 

masyarakat. 

Pasal 15 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak teRp isahkan dari Peraturan Daerah Kota Pagar Alam ini terdiri dari: 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

3. Lampiran III 

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan 

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

(- 12-) 



4. Lampiran 

5. Lampiran 

6. Lampiran 

7. Lampiran 

8. Lampiran 

9. Lampiran 

10. Lam piran 

11 . Lam piran 

12. Lampiran 

13. Lampiran 

14. Lampiran 

15. Lampiran 

16. Lampiran 

IV 

V 

VI 

VII 

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisa si, Progra m dan Kegiatan Beserta 

Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan clan 

KeteRp aduan Urusan Pemerintah Daerah dan 

Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 

Negara; 

Rekapitulasi Belanja untuk PemenuhanSPM; 

Sinkronisasi Program pada RP JMD dengan 

Rancangan APBD; 

VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; 

IX 

X 

XI 

XII 

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan 

Program Priorita s Daera h; 

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan; 

Daftar Piutang Daerah; 

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi 

Daerah Lainnya; 

XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 

Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain; 

XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya 

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 

dalam Tahun Anggaran yang direncanakan; 

XV Daftar Dana Cadangan; dan 

XVI Daftar Pinjaman Daerah . 

Pasal 16 

Wali Kota Pagar Alam menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(-13-) 



Pasal 17 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota Pagar Alam dengan penempatannya dala-m Berita Daerah. 

Diundangkan di Pagar Alam 

.2 6 Desember 2022 
~~, 

s 

BURLIAN, M.Si 

NIP. 19660712 198603 1 001 

~~~am,2..bDesember 2022 

AGAR ALAM 

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022 NOMOR 66 
NOREG lO - 119 / .1012. PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM 
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6 

6.1 

6.1.01 

Lampiran I Peraturan Daerah Kota Pagar Alam 
Nomor 06 
Tanggal : 26 Desember 2022 

KOTA PAGAR ALAM 
RINGKASAN APBD VANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, 

-SELANJ-A, DAN PEMBIAVAAN 
TAHUN ANGGARAN 2023 

Uraian 

PENDAPATAN DAERAH 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

Pajak Daerah 

Retribusi Daerah 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Lain-lain PAD yang Sah 

PENDAPATAN TRANSFER 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

Pendapatan Transfer Antar Daerah 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH VANG SAH 

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

Jumlah Pendapatan 

BELANJA 

BELANJA OPERAS! 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Subsidi 

Belanja Hibah 

Belanja Bantuan Sosial 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

Belanja Modal Aset Lainnya 

BELANJA TIDAK TERDUGA 

Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belanja 

Total Surplus/(Defisit) 

PEMRIAVAAN 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

PP.mbiayaan Netto 

Jumlah 

64.634.180.405 

10.263.250.000 

5.239.322.500 

6.676.307 .807 

42.455.300.098 

748.343.092.528 

696.342.151.000 

52.000.941.528 

4.453.531.702 

4.453.531 .702 

817.430.804.635 

646.318.492.843 

341.210.403.705 

294.243.333.214 

1.300.000.000 

9.241 .955.924 

322.800.000 

197.941.171.984 

54.568.958.455 

54.475.237.031 

86.332.635.498 

2.468.641 .000 

95,700.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

849.259.664.827 

(31.828.860.192) 

31.828.860.192 

31 .828.860.192 

31.828.860.192 

0 

31.aza.a60.152 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 
0 


